
BAB V

PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt terdapat pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang telah diadili oleh Majelis Hakim yakni Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Penerapan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan delik aduan, dalam hal ini hakim menerapkan unsur-unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.  oleh karena itu, terpenuhinya semua unsur-unsur  tersebut  dan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  penelantaran dalam rumah tangga,  hakim  menjatuhkan  terhadap terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor: 

179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.
B. SARAN
1. Pemerintah perlu merevisi undang-undang menetapkan ancaman pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. 

2. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana atas penelantaran dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek penjeraan bagi terdakwa.
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